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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan
Pasal 168 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal,

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.204

Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
44 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Syahbandar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2011;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
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Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal adalah Pejabat
Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal adalah pegawali
yang ditunjuk untuk membantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal dalam menyelenggarakan pendaftaran kapal.

Minut Akta adalah asli akta.
Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
Hak Kebendaan Lainnya atas Kapal adalah saham-saham atas kapal.

Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang
terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor lain.

Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua
dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.

Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta
pendaftaran kapal dan catatan tentang perubahan data dan status
hukum kapal.

Daftar Pusat adalah daftar yang memuat data dan status hukum
kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar
induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.

Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera
Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan
negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang
memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera
Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal
penangkap ikan.

Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat
oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan
dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan
keamanan pelayaran.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah Menteri Perhubungan.
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BAB I
PENDAFTARAN KAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pendaftaran kapal meliputi:
a. pendaftaran hak milik;
b. pembebanan hipotek; dan
c. pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dibantu oleh Pegawai
Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal.

Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dan Pegawai
Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat
ditetapkan sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. pendidikan minimal Strata 1 (satu);
b. masa kerja minimal 5 (lima) tahun; dan

c. lulus pendidikan dan pelatihnan pendaftaran dan kebangsaan
kapal.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang dapat
ditetapkan sebagai Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama
Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. pendidikan minimal Diploma 3 (tiga);

b. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun; dan

c. lulus pendidikan dan pelatihan pendaftaran dan kebangsaan
kapal.

Pasal 4

Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dapat dilakukan pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang
pendaftaran dan kebangsaan kapal pada Direktorat Jenderal atau di
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tempat pendaftaran kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pemilik kapal bebas memilih salah satu dari tempat pendaftaran kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftar kan kapalnya.

Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipindahkan ke tempat pendaftaran lain.

Bagian Kedua
Pendaftaran Hak Milik atas Kapal
Pasal 5

Hak milik atas kapal yang telah diukur dan mendapat surat ukur
dapat didaftarkan di Indonesia oleh Pemilik kepada Pejabat Pendaftar
dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:

a. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7
(tujuh Gross Tonnage);

b. Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia; dan

c. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha
patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara
Indonesia.

Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam
daftar kapal Indonesia.

Daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
dari:

a. daftar harian;
b. daftar induk; dan
c. daftar pusat.
Pasal 6

Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) dibedakan dalam 3 (tiga) kategori:

a. kapal laut;
b. kapal nelayan; dan
c. kapal pedalaman.


http://www.djpp.depkumham.go.id

